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MenimLbang : a.

];iUPATI KATINGAN

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendrlpatan Asli Daerah Kabupaten

Katingan dari srektor Pajak,khususnya PaizLk Hotel dirasa perlu diatur tata
cara pelaksanaannya.

bahwa sehubr:':rgan dengan hal tersebul "pada huruf 4 perlu dibuat

Petunjuk Pellaksanaan Pajak Hotel di Kabupeten Katingan yang

ditetapkan derrgan Keputusan Bupati Katir gan.

Undang-Undang Republik Indonesia l'{omor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara llidana (Lembaran Negara trlepublik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76 Tambahan Lembaran .l*legara Republik Indonesia

Nomor 3209);

Undang-Undarnrg Republik Jldonesia }domor 17 Tabw 1997 tentang

Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndorresiaNomor 3634) ;

Undang-Undang Republik lndonesia },lomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indorresia Nomor 3686) ;

undang-undarLg Republik Indonesia l.\krmor 22 Ta]in]Ir, 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor r6(J, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

383e) ;

Undang-UndarLg Republik Indonesia l.lomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan X.euangan Antara Pemerintirtr Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 l*lomor T2,Titntbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 38a8) ;

Undang-UndarLg Nomor 5 Tahuri 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Saruyan, tsr.abupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau,Katrupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulaug Pisau,Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalain Wilayah Propinsi

Kalimantan I'engah ( Lembaran Negara llepublik lndonesia Tahun 2002

Nomor lS,Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180 ) ;
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^7 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004' tentang pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
l25,Tambaha-n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),
sebagaimana tolah diubah dengan lJnda:rg-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Perah:ran Pemerintah Pengganti [Jndang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Unrlang-Undarrg ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor l0S,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indlonesia Nomor 4548 ), sebagaimana telah diubah dengan
Undar:Lg-Unda:ng Nomor i2 Tahun 2008 tentang Penurbahan kedua aks
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran }rtregara Republik Indonesia Tahun 2008 No,mor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
arfiara Pemerirntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Rerpublik Inclonesia Tahun 2004 ){ornor l23,Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38) ;

Undang-Llndang Nomor 28 Ta.hun 20t09 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,llambahan Lembaran Negara Republik Lrdongsia Nomor
50ae ) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Netr;ara Republik krdonesia Tahrur
2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 ) ;

Peraturan Pernr:rintah Republik IndonesjLa Nomor 65 llahun 2001 tentang
Pajak Daerah (ilernbaran Negara Republili Indonesia Tahun 2001 Nomor
I 18, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peratulan Pe.merintah Nomor 58 Tatlrn 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dar:rah ( lembaran Negara t(epublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,TaLmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah ienlara Pemerintah, Peme:ri.ntahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta"tru,n 2007 Nomor S2,Tambalnn Lembaran Negara Republik
Indonesia },[,rmor 4737 );

Peraturan Pern,erintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri OIeh !/ajib Pajak ( Lembaran htregara Republik lndonesia Tahun
2010 Nomor l53,Tarnbahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Darrrah Nomor 5 Tahun 200t1 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas lDaerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2011 Nomor 3 );

Peratwan Dzmrah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajd< Daeruh
( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan l'ahun 2011 ){omor : 8 ) ;
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MEMUTI]SI(AN

Menetapkan : KIiPUTUSAN BUPATI I(ATINGA]{ TENTA]VG PETT]NJUK
PELAKSANAA}.] PAJAK I{OTEL D I KABUPATITN KATINGAI\

BAB I

IIIETENTUAN LMUNI

Pasal l

Dalarn keputusiur ini, 1'ang dimaksudtlengan :

1. Femerintatr Daerah adalah Penyerlenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintalr Daeralr
dan DPRD mentrut Azas Otonorni dan Tugas Pembantran dengan prinsip Otonomi seluas-
luasnya dalaLm sislem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undiang Dtasar Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1945.

2. PemerintatL Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah serbagai Penyelenggara Pemerintah
Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Katingan

4. Dinas Penclapatar tDaerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah lilbupaten Katingan atau Badan yang diberi wewenang dan
tmrggrmg jrnr,,ab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten lfutingan.

6. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.

7. F{o,tet adatah fasilitas penyedia jasa dengan dipungut bayaran,yang m(oncakup juga bagi

orang yarry dapat menginap/ristirahat, motel , losmen, gubuk pariwisatawisma
pariwisat4per;anggrahan,rumah penginapan dan sejenisnya. serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebilh dari lt) (sepuluh).

8. Fengusaha Hotel arlalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakart usaha hotel unhrk

darr atas namamya sendiri atau ulftrk dan atas namaPrhak Litinyangmenlttdttanggtnganrrya.

9. Badan a&rlah suatu bentuk ursaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan

Komanditer (CV), Perseroan laiunya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan fflma
darr bentul< apErnrr, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperesi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Ll'saha tetap serta-Bentuk Badan

Usaha latnayar

10. Pembayaran adalah jurnlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas

imbatan atrm jasa yang disediakarnnya. Pembayaran bisa berrupa tunai, cek, atau kredit, Surat

Pemyataan hrutang dan kompeursasi / pengurangan lieweqiilban Wajib Pajak yang terjadi

sebelumnya

11. Bom penjuatram (Bill) atau faktu.r jnvoice atau bukti penerinteran adalah hul-ti pembayaran

yalg sekaiigils ltul<ti pungutan prajak, yang dibuat oleh 'Wrajib Pungut (Wapu) pada saat

mengajukan pembiayaran atas jasa penginapan beserta far;ilitas pendukung penginaparq

penjualan tnalianan dan minuman.

12. Sistem Pernunguta:r Pajak Daeriah adalah sistem yang akan ,Jikenakan kepada Wajib Pajak

dalammernungut, rnemperhitung;kan dan melaporkan serta menyetorkan paiak terutang.

13. Sistem CS atzru Constanta Strorinp; atau Self Assesment adalah suatu sistem dirnana Wajib
Pajak diberi kr:percilyaan untuk rue,rrghiaung sendiri pajak yang terutang.

14. Surat Penlprkr.rhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Pendapatan untuk rmengulruhkan, tnenetapkarr Wajib Pajak sekaligus bertindak

sebagai pe:naungut ;rajak yang dilr.enakan pada subyek pajak.



i5. Surat penunjukan sebagai Pemilik lPenanggung jawab usar"-La Wajib Pajak-

1d. Karh] NPIV]PD rldalah kartu yarr;g menyebutkan Nontor Pcrkok Wajib Pajak Daerah, nama

danalarnat lVajib Pajaksebagai ticlentitas Wajib Pajak'

17. Maklumat ayjala,6 surat pemberitahuan kepada masyarzil<at bahwa atm usaha/kegatan

terhutang pa.1ak.

18. Sgrat Pembi:ritalh1ran Pajak Daeirah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang

digunakan 61eh wajib pajak urutuk melaporkan perhitunp;ein dan pembayaran pajak yang

terutang menurut Peraturan PeruLfl rlang-undangan Perpajakan Daerah.

i9. Srrat Seto1aLn Fajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSI'D adalah surat yang digunakan

oleh Wajib llaiak untuk pemballarran atau penyetoran pajak. yang terutarng ke Kas Daerah

atau ketempert lain yang diterapkrur oleh Kepala Daerah.

20. Sgrat KetetaLpan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SIilPD adalah srrat keputusan yang

menentukan beszrnya pajak yanEi tr.erutang

21. Sgrat Ketetapan F'ajak Daerah K.urang Bayar yang selanjrfirnya disingkat SKPDKB adalah

surat kepu.tusarl ).ang menentul<.rm besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit paiak,

j"rntuh kelurang;a:r pembayaran pokok pajak, besarnya sanks;i adminishasi dan jumlah yang

masih haruLs rlibaYilr.

22. Suirat Kete'ta.pan pz{ak Daerah Kr;lrang Bayar Tambahan yanrg selanjutnya disingkat SKPDBT

adalah surzrt lleputgsan yang merl,entukan tanrbahan atas juml'zrh pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan prrjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat

keputusan yang mrenentukan juurlah kelebihan pembayaran prajak karena jtunlah kredit pajak

lebih besar dari pa-iak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Ketr:tapan )Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

keputusan yaog *crrentukan juml:fi pajak yang terutanq sarnil besarnya dengan jumlah kredit

pujuk utuu pajak tidak terutang d;arr tidah ada kredit pajak'

25. Surat Tagihar pajzil< Daerah yang selanjutnya disingkat STlt'D adalah suriil untuk melakukan

tagihan p-qrak dan atau sartksi ad:linistrasi berupa bunga dar:l atau denda'

26. pembukuan adalatr proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah /
prinsip akuurrtansi' yang lazim.

27. Pemeriksaur adtrlah rangkaian kegiatan mencali, mengumpuLlk'an, menganalisa

me,mbandingkan dan *"*p.or.,; ,Cata dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan

dalam rangka mengawasi tepatrl,an Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan

daerah yang trerlaku.

2g. penyidikal arXalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang selanjutnya dLisebulpenyidil:", unttrh mencari serta nr,angunrpulkan rb\*ti tindak pidana

perpajakarL rJaerah.

BAB II

OBYEK, SUBi\TK PAJAK DAN WAJTI} PAJAK

Pasal 2

(1) Obyek pajak adalah setiap peiayaflan yang disediakan dihotel.

(2) Subyek paiak sebal3aimana dimak;ud padaayat (1) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek., antara tain : gubuk pariwisata

(cottage), rnoll"l, i,rir*o parivrisata,pesanggarahan (hoste;l), losmen dan rumah pengirapan

termasrk rum,atikos (rumah serva) dengu"3umtat kamar 10 (sepuluh) atau lebih sifatrya

membe.rikan l<ernudahan dan leny amanan'



b. Fasilitas peminjang, penginapan antara lain restoran, telepon, faksinnil, teleks, internel

VCD/D,\rb player, 
-fotocoliy, 

pelayanan cuci dan seterika (laundry), taksi dan

pengangl(ut*i lui*yu, yang cltisediakan atau dikelola oleh pihak Hotel.

Fasilita,s olahr;aga dan hiburarl antara lain pusat kebugalan (fitness center), kolam reluulg,

tenis, gotf, karaoke, pub, dis;kotik, salon kecantikan, spa atau massage yang disediakan

atau di}:elola trotel.

Jasa persewazm ruangan untull kegiatan acara atau perternuan hotel.

Pasal3

Dikecualikan d'ari objekpajak adalatr :

(1) lisrama dan Peszurtren.

(2) pela-\,anan perjalzrnan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat rlimanfaatkan oleh

umum.

Pasal4

(1) Subyek pajak adalah orang pribrdi atau badan yang melatrukan pernbayaran atas pelayanan

hotel.

(2) Wajib Pajak adalft pengusahan hotel'

(3) Untuk merrrudahkan pemungutitn pajak, Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha

Hotel sebagai Wajib Pungut ( Wrrpu ) Pajak Hotel'

Iu.

(1)

(2)

(3)

BAB III

PIINDAT,TARAI\IDANPENDATAANW,ATJIBPAJAK

Pasal 5

setiap wzfib Pa-iak wajib menr:[aftarkan usaha kepada Pt:,merintah Daerah dalam hal ini

Dinas Pen.dapatan dalam jangkn waktu selambarlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebetrtm

dimulainya kegiatan usahanya, k'ecuali ditentukan lain'

lpabila \ /ajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat

(i) para i,ri, oi,ai Pendapatan zrkan mendaftar usaha Wajib Pajak secara jabatan

Fendaftaran usahil sebagaimana climaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukaa sebagai berikut :

a. Pengusaha / penanggungiat'ab atatr kuasanya rnengambil, mengisi dan menandatangani

foniullr p.nituftrr* yang d:isediakan oleh Dinas Pendaqpatan.

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatanllani disampaikan kepada Dinas

Pendapatan dengan melamPilrkan :

1) F oli.ocop y KTP pengusalha/penanggung jawab / penerima kuasa

2) Fol.ocop.y Surat Keterangan domisili tempat usaha'

3) Fotocop'y Surat Izin Usiaha Perdagangan (SIUP)' jika ada'

4) Fox.ocop'y Akte Fendiriarn perusahaan, jika ada'

5) Sul:at l(uasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dapat disertai

fcrtccopl'KTP dari Pemberi kuasa'

c. Terharlap penerimaan berka;s pendaftaran, Dinas Pendapatan membsrikan Tanda terima

pendafuran.



Pasal6

(1) tserdasarkan n<eterangan Wajib P'ajak dan data yang ada pacla formulir pendafataran, Kepala

Dinas PenclaPatar menerbitkan :

a. Surat !,r;nglt:uhan sebagai Wajib Pungut dengan [iistem PemunLgutan Pajak yang

dikenakan.
b. Surat Penunj,ukan sebagai Peunilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak'

c, Karlu NPW?D.
d. Maklumat.

{2i penyerahan 'Surat Pengukuhan, liurat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada

Fengusaha / )penanLggung jawab autau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

(3) Te.rhadap Maklumrat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh

Pengunjunlg atau tirmu hotel.

BAB IV

KEI]ENTUAN PEIUZINAN

Pasal T

Setiap kergiatanL atau usaha Hotel harus rnendapat izin dari Dil.1as Pemuda

Olahitaga,ferbu4ayaan dan Pari*.isata Kabupate, Katingan.

Tata cara mondapa&an izin usalm, pembinaan, pengawasan dan perparnlangna izin usaha

hotel. Dibrzw.ah kcordinasi dan dikelola oleh Dinas Pentuda OlahRaga,Kebudayaas darr

(i)

I rl

(1)

(2)

Fariwisata KabuPaten Katingan'

(3) Perpanjang;an izin usaha dapat ,ciberikan apabila pengusaha Hotel bisa meriunjukan surat

f<*t".*g*t Bebas Fiskal yang I:nonielaskan tidak ada lagi pajali yang terhutang atau yarg

belum dilunasi-

BAB V

F,A.SILITAS HOTEL YANG BELUM DII\IIKMATI
OLEX]I BUKAN TAMU I{OTT]I,

Pasal S

Wajib Pajak dapat menjual fas:iilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lain

,.uugul"yr, k.epada bukan tamu l:Lotel dan atau kepada masyarakat umum.

Atas penjualan fas,ilitas hotel seb'ergaiman dimaksud pada a;'at I, Pasal ini, dikenakan pajak

daerair ses,rai deng;an ketentuan yang berlaku, yaitu :

a. Fasilitas :restoran dikenakan Paf ak Restoran'

b. Fasilitas hiburan : karaoke, ii,ist otit< Pusat Kebugaran (fitness centre) _5ol* reffutg,

Tenis, Gotf, Pub, Salon Kecrar:tikan, Spa/massug. d* lain sebagainya dikenakan Pajak

Hiburarr.
c. Fasilita; parkir dikenakan PajerJk Parkir'

Pengelola hotel hirus mendaftarrkan usaha fasilitas hotel tersebut pada huruf a Pasal ini

kepada Dinas p.naupul* 
-,rn*t, 

dikukuhkan sebagai W*jib Pajak Daerah yang terpisah

dengan Pajak Hc,te'l-

(3)



(4) T'ata cara pemungutan dan p,;:laporan pajak daerah unLtuk pengelolaan fasilitas hotel

sebagaimanil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini al<an ditetapkan oleh Kepala Dinaq

Pendapatan atas rLama Bupati Karrtingan.

Pasal9

Apablla wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sobagaimana yang dimaksud pada

Pasal 8, akan d.ikemakzrn denda sesuai ketenfuan yangberlaliu-

BAB YI

DASAR PEI'iIGENAAN DARI TAR,III PAJAK

Pasal L0

(1) Dasar pengenaiul pajah adalah ju:dah pembayaran yang dila.kukan kepada hotel.

(2) Jgrnlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pemyataan hutang atau

kompensa:;i / penl;urangan kewaiiban Wajib Pajak yang terjadi sebelurrnl'a.

Pasal 11

, narif Pajak Hol:eJl ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
i 

Pasal 12

I - Besamya pajak Hotel yang teruta:rg dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud aai61n pasal 1i d.ng* dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat (1).

BAB \rII

MEDIA PEIVIBAYARAN DAN PERF'ORASI

Pasal 13

(1) Junlah pernbayaran seperti yanp; dirnaksud dalarn pasal 10, yang menjadi dasar pengeruum

pajak haruis tercantum dengan ji:las pada bukli pembayar&n, yang bisa disebut dengan bill
atau kuitalsi atar.r faktur p"rr,buyurun, invoice atau bui<ti pelrrbayaran / penerimaan lainnya.

(2) Untuk memudahlffin pengawaserrn, Wajib pajah harus rne:ngunakan bill / tb*.J,w kuitansi /
invoice / burkti pembayaran yarrg telah diberi tanda khusus atau diperforasi oleh Dinas

Pendapata;n sebelumnYa.

(3) Bili, kuitansi, faktur pembayara::, invoice atau bukti pembayaran harus mernpunyai nomor

grut yang lsudah tercetak sebelurLnLnya ("printed running nunrber").

(4) Benfuk dan forcn* bill atau bu,lrti pemba!'aran lunnya miririmal memberi inforrnasi nomor

buk1i, tanggal pombayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan

penjualan, d,an jurnlah yang harur,; dibayar serta pajak yang dibayar.



(1)

(2)

Pasal 14

Setiap Wajitr pajak harus menggunakan bill / faktur yang diperforasikan terlebih dahulu oleh

Dinas Pendallatan.

Unhrk Wajib pajah yang telah ili:mpuryoi sistem pembayaran / "billing" tersendiri dengan

mengrmakzm. conrpruter "tt tt" men,cetak bill, perforasi bilI bukan merupakem keharusan.

(3) Wajib pajak seperti yang dimaksurd pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan Permohonan

untuk tidak menggunakan bill pertbrasi.

(4) Tata cara nrellakuk;an perforasi dan permohonan r:,ntuk tidah rnenggunakan bill perforasi akan

ditetapkan lerpisah oleh Dinas Perlldapatan.

BAB IX

TATA CATIRA PERHITUNGAN FIIJIAI(

Pasal 15

paiak dihitung urrtrik setiap bill 1,';rLng dikeluarkan oleh pengusiaha hotel dan atas jumlah yang

akan dibayar oleh tamu hotel;

Adapun contoh perhitungan pajah adalah sebagai berikut :

- Sewa kamar 3 hari : 3 x Rp. 300.000,- Rp' 900'000,-

t.r.t

t2)

(3) Yang dimalis;ud d,engan dasar pe:ngenaarx pajak seb,lgairnana yang dimaksud pada cootoh

dalaii huruf (2) p,rsal ini adalih 'Jumlah setelah diskon", yaitu sebesa:r

Rp. 1.180.1850.-

- Cuci setenilca = 3 Potong
- Telepon
- Restorar
- Taxi
- Jumlah
- Sercive 10 %
- Jurnlah sefielum. Pajak
- Diskon 5 9/o

- Junlah sel.elah diskon
- Pajak Hotel 1ll'%
- Jundah yaagharus dibaYar

- Uang muka / dePosit

- Sisa yarLg hanls dibaYar

Rp. 30.000.,'

Rp. 125.000,-
Rp. 75.000,-

Rp. 50Q009,;.
Rp. 798.935,'

BAB X

SISTT]tr{ PEMT]NGUTAN T'AJAK

Pasal 16

Atas segala usahra penyelenggaraan hiotel, Dinas

Pajak dengan metode "sistern Self l\ssesment"

dengan metode, "Offrcial Assesment'''

Pendapatan lnilnentapkan Sistem Pemungutan

atau Constantzr, Storing (CS) dan sistem SKP

Rp. o,-

Rp. 1.130.000,-



BAB XI

TATA C],ARA PEI\TYETORAN FI\JAK

Pasal 17

11) Berdasarktul rekapitulasi penerirrraan bulanan, yang disusun dari rekapitul.asi bill atau bukti
pe,mbayarem harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau brilan yang
bersangkut:an.

(2) iumlah paiaJr yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan rnelalui Petugas Pemungut Dinas
Pe,ndapatar Daerah disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk melalui Bendaharawan
Penerima Dinas Pendapatan Dae;rah, paling lambat tanggal 15 (lima Belas) bulan berikutnya
de,ngan me,mpergumakan S SPD.

(3) Keterlamba*rn penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar' 2 Yo per bulan dari
pcrkok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (duit, puluh empat) buian. Pengmaan
denda keterlzrnbatan akan memporgunakan STPD.

(a) Benhrk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh I)inas Pendapatan.

BAB XII

TAT'A CARA PELAPOITAN

Pasal 18

(1) Berdasarkiur rekapitulasi penerirrLaan bulanan, yang disusuri dari rekapitunasi bill atau bukti
pembayaram hari'an, Wajib I'ajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
( SPTPD) n'msa / b,ulan.

(2) SPTPD dan ditarnpirkan dengan ISSPD yang sudah dicap otreh kantor Kas Daerah atau Bank

yang ditunjulg disirmpaikan palirr{3; lambat tanggal 15 (lima br:las) bulan berikutnya.

(3) Keterlambatzur penyampaian ;SIPTPD, akan dike.nakan denda administrasi sebesar

Rp. 50.000 (lima pruluh ribu rupiatr) per masa pajak.

(4) Pengenaar: denda lceterlambatan akan ditagih melalui surat'I'agihan Pajak Daerah (STPD).

(5) Bentuk ST'PD akarn ditetapkan krlmrudian oleh Dinas Pendapatan-

BAB XIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 19

(i) Dinas Pendapatem dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai

dengan ketentuan perundang unciangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SIKP'D).

(2) SIGD yanLg diterbitkan meliputi :

a. Surat K.etetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS).

b. Surat K.etr:tapan Pajak Daera} Final (SKPDF)-

c. Surat K.etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

d. Surat KeteJapan Pajak Daerah (SKPDKBT).

e. Surat K.etetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), d:ur

f. Surat K.etetapan Pajak Daerah Nihil (Szu'}DN).



,1r

(1)

M.ekanismr) pengelolaan KetetaJrrm Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajalq peaagihan

hasil penotapa:m, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dao

penghapusrm pajak ditetapkan sebagaimena yang dinuksud dalam ketentuan yaag ada pada

Peraturan Daerah Kabupaten.l;i"atingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Kabupaten li.atingan

Bentuk SKPD akan ditetapkan kr:rnudian oleh Dinas Pendapirtan.

BAB XIV

PEMBU:I.IUAN DAN PEMERIKSI\AN

Pasal 20

(1) Wajib Pajzrk diu.,aiibkan menyelernggarakan pembukuan yang cukup, sesrni dengan kaidah

akuntansi a,tau penrbukuan yang lazimclalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pe,mbukua:r dimaksudkan.untuk rnempemudah Wajib Pajak dalam mengelola Usahanya dan

sekaligus rnLernbamtu petugas Dinas Pendapatan dalam melalcuhan pernbinaan dan

pengawasan terhalap usaha Waiiib Pajak guna mengetahui j"orluh pereclaran / orr,zet yang

menjadi dasar penlgenaan pajak uurtuk setiap masa pajak'

(3) Apabila \\'ajib Pefak tidak dapa.t menuniukan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka

jumiah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

(4) Pe,mbukual catatan dan bukti trrcmbukuan seperti bill ya,ng berhubunLgan dengan usaha

Wajib Pajak.harus disimpan selamra 5 (lima) tahun.

(5) Tata carapernbuJktmn danpelaporzrr akan ditetapkan kemudi;m oleh DinasiFendapatan.

Pasal2l

(i) Dinas Pemtapatan berwenang melakukan pemerikszran untutr menguji kepatuhan Wajib Pajak

dalam menjatranka:r kewajiban pi:r:pajakan.

(2) Mekanismr: {an prrosedur pemeriJk:saan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang

d.imaksud ,lalam k-etentuan yang ada pada Peraturan DaeriLh Kabupaten Katingan Nomor 8

Teihun 2011 tentan.g Pajak Daerah Kabupaten Katingan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil permeriksaan serta tindak la4iut

Pemeriksarn pajak. akan ditetapkur kemudian oleh Dinas Pe,ndapatan.

BAB XV

PENYIDIKAI{

Pasal 22

Pejabat p6garwai l)tregeri Sipil clilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus

s"[ugai*aiu penyidik unhrk rnelakukan penyidikan tinrlak pidana perpajakan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Ttrkrun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

prosedur perryidikan, wewenang penyidik dan tindak laniut penyidikan mengacu kepada

ketentuan sebagai.mana yang dinr,aksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah

Kabupaten KatinLgan Nomor 8 Tarlhun 2011 tentang Pajak Datlrah Kabupaten Katingan.
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BAB XW

KIDTENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Paj;at< yanlg karena kealpr,aannya tidak menyampailian Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah atau rnenLgisi dengan tidatri benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangarlyatrg
tidak benar sehirnlgga merugikanL keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama .l (-satlr) tahun dan ataLu denda paling banyak 2 (hm) kali junlalr pajak terhutang.

Wajib Pajr& yang dengan sengaja tidak menyarnpaikan Suat Pemberitahuan Pajak Daerah

atau mengisi dengan tidak bena:r atau tidak lengkap atau rnelampaui keterangan yang tidak
benar sehingga m,erugikan keuaingan daerah dapat dipidana dengan pidalra kur,ungan paling
latna2 (dua) tahur atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XVII

PENGAI,VASAN DAN PENERTIItsIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal24

Pengavrasan administnrtif dilakukan te:rhadap :

a. Status pen'yeleng;graran usaha hotel.

b. Penetapan, peml>ayaran, dan pen,agihan PajaL yang terutattg sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 25

(1) Setiap pettrgaLs Dinras Pendapatan wajib rnelakukan pengawasian dilapangan terhadap :

a. Pengop,:rasian usaha hotel, tennasuk fasilitas yang dijual'

b. Izin usaha hotel.

c. Pemunl5utan dan pembayaran pajak.

(2) pengawaszur penyelengga:aan usaha sebagaimana dimaksrrd pada ayatl (1) ini dilalrukan

untuk menilai sebagai berikut :

a. Pemilikan dan masa berlaku iz.in

b. Aspek operasional dari fasilitzu; penginapan

c. Aspek llembuklran, bill dan terif hotel

d. Aspek lrepatukur pemungutat4 pembaS,atan dan peTaporittt pajak-

(3) Apabila dralam melakukan penl];awasan sebagaimana dima.lcsud ayat Q) dan (3) pasal ini

dii<etemukalr pelalggaran, petugasr wajib melakukan pengusulan atas pelanggaran tersebut.

(a) Apabila dalarn nrelakukan pen.gusutan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) pasal ini

diketemukan data baru (novum). rnaka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melalrrkan

tagihan su;ulan.



I

I
i

I

I

(1)

Bagian l(edua

Penertiban

Pasal 26

peneciban usaha Hotet dilakulL:an oleh Dinas Pendapatan yang dilal,lukan dalam suatu

organisasi dr--ngan Dinas pemuda OlahRaga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan

dan Instansi terkait tethadaP :

a. Penyalahgunaan izin yang dibu::rikan.

b" Kegiatan yang menyimpang al.au tidak sesuai dengan izittyangtersedia'

c. pengoporasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizin:u:1.

d. Penyele nlggaraim tidak melahutkan pemungutan dan penyr':toran pajak daerah'

e. penyelen Egafimelakukan per;nungutan pajak tetapi tidal< nteny'etorkannya ke Kas Daerch

baik selwuh atau sebagian.

Peiaksanaan. pene,(iban terhadap lrsaha Hotel sebagaimana climaksud pada ayat (1) pasal ini

dilakukan secaria koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Pemuda

OlalRaga,Kebgclzryaan dan Pari,,^,,isata Kabupaten Katingan rian Instansi terkait lairurya'

Pasal2T

Penertiban terharlap usaha H<ltel sebagaimana dimakrsrurd dalam pasal 29 ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk penyt,:gelan, penutupan dan atau. pembongkaran'

sebelum clilai<sariakan tindalran penyegelan, penufupan d.an atau pembonglratan terhalap

usaha Hotr:l, Wajib Pajak terlebitr dahutu aiu.tlt * surat peringatan (I, II, dan III) dan surat

Teguran dalam jangka waktu 3 x 24jam terhitung diterimarrya Surat Teguran'

Surat Teguran sebagaimana di.maksud pada ayat (1) pra"qat ini disisipkan oleh Dinas

eerraaputio setelah dikoordina:;i dengan Dinas 
- 
Pemurla OlahRaga'Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupirten Katingan rtran Instansi terkait lainnya.

Penyegelar terhad.ap tlsaha Hotel ditakukan apabila :

a. Wajib lraiak ti,dak melaksanailran kewajiban untuk memperanjang izin usaha Hotel yang

telah berakhir.rnasa berlalcukarr dalam jangka wallu yang ditetapkan dalam surat teguran'

b. Wajib lrajak s€:cara tegas tideil< melakukan pemungulan dan petryetotan pajak daerah dan

atau melakuk* purg,rtu, pai;lk tetapi tidai menyetorkarurya ke Kas Daerah seluru6nya

atau setragian.

c. Wajib I)qiak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang

dioperasiican drmgan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditrltapkan dalam surat

teguran.

penyegelan ,cisiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati Katingll dan dilaksanakan

O"riui koordinasi antara Dinas I'endapatan dengan Dinas Pemuda OlalrRaga, Kebudayaan

dan-PariwlsaLta X.abupaten Katingan dan Instansi terkait lairrnya'

Pasal 28

usaha Hotel yi[rg telalh disegel, penl,r:lenggara masih diberikan liesempatan untuk :"

a. Ivlengurus izin atau memperpanjaing izin yang telali berakhir masa berlakunya'

b. Menyesuaikan perubahan fasilitrls yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan'

c. Mel,nasj selun:h PaJak Daerah terhifung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan

i ,\

(1)

(2)

(3)

(1)

r5\

porundangan botlaku,
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Pasal 29

(1) Apabila p,enyelen ggara usaha l-Iotel tetap tidak melaksanakan ketentruan sebagaimana

dimaksud pada pasal 28 (c) maka usaha Hotel akan disita oleh Dinar; Pendapatan atas narna

Bupati.

tsiaya penyitiaan ru:;aha Hotel ditetapkan oleh Bupati.

Fenyitaan usiaha Etotel harus ber,C'asarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh
DiLnas PendaLpataLn. atas-nama llupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas
Pendapatarr dengiur Dinas Penruda OlahRaga, I(ebudaya.an dan Pariwisata Kabupaton
Katingaa <[a,.n trnstansi terkait.

BAB XVIfl

KEII'FNTUAN LAIN LAII.I

Pasal 30

Hal hal yang belr*m cukup diatur dalun keputusan ini sepanjaflg mengenai tekms pelakstmaan

pemungutan akim diat;ur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri-

Pasal 31

Peraturan Bupati ini :mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya clalam .Berita Daerah l(abupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasong;an

Padatanggal, $I al\c-cuPoEs &olt

BUPATI KATNNGAN
tlY,\
frrVvl'"uv'rt-..-/

DUWEL RA\'\TING

Diundangkan dl Kason;gan

Padatanggal, lrt cltqDrLcL eoll

SEI(RE:T,{RISi
IT,ABI]PA

.T,A.TEL N,ADJI.i
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